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Menimbang

Mengingat
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bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana
pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun
2018;

bahwa kegiatan yang dimaksud pada huruf “a” tersebut merupakan pelaksanaan
program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjamegara
sebagaimana tercantum dalam DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2018; '

bahwa dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf
‘a” dan “b” diatas, maka perlu menunjuk dan menetapkan Kelompok Kerja
Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubermur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan,;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

1. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor
013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan
Gubemnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;

2. Surat Ketua Bawaslu Rl Nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

3. Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 90-KEP.K Tahun 2017
tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilhan Kabupaten
Banjarnegara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
Nomor SP-DIPA 115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara
tentang Kelompok Kerja Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubemur Jawa Tengah Tahun 2018.

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN
terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan
ini dan berlaku untuk satu kegiatan.

Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menangani dugaan tindak pidana pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.



KETIGA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkandi  :  Banjarnegara
Padatanggal : 12 Januari 2018
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KETUA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1.
2
d.
4. Yang bersangkutan.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
Kepala Kepolisian Resor Banjaregara;
Kepala Kejaksaan Negeri Banjamegara;




Lampiran

Nomor
Tanggal

Keputusan Ketua

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara

06 -KEP.K TAHUN 2018
12 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

NO NAMA INSTANSI JABATAN POKJA

1. | Ketua Panwaslu Kabupaten Banjamegara Panwaslu Kabupaten Pengarah/
(Panut Teki Mintoyo, S.Sos) Banjarnegara Penasehat

2. | Kepala Kepolisian Resor Banjarmegara Kepolisian Resor Pengarah/
(AKBP. Nona Pricillia Ohei, S.IK, SH, MH) Banjarnegara Penasehat

3. | Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Kejaksaan Negeri Pengarah/
(Theo M. Aritonang, SH, MH) Banjarnegara Penasehat

4. | Kordiv SDM Panwaslu Kab. Banjamegara Panwaslu Kabupaten Penanggungjawab/
(Sarno Wuragil, SE, MM) Banjarnegara Pembina

5. | Kepala Satuan Reskrim Polres Banjarnegara Kepolisian Resor Penanggungjawab/
(AKP. David Widya Dwi Hapsoro, SH, S.IK) Banjarmnegara Pembina

6. | Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Banjamegara Kejaksaan Negeri Penanggungjawab/
(Sulasman, SH) Banjarnegara Pembina

7. | Kordiv PHL Panwaslu Kab. Banjarnegara Panwaslu Kabupaten Ketua/
(Endro Wibowo Aji, S.Pd) Banjamegara Koordinator

8. | KBO Satuan Reskrim Polres Banjamegara Kepolisian Resor Anggota
(Iptu Nur Faozi, SH) Banjamegara

9. | Kanit Idik | Satuan Reskrim Polres Banjamegara Kepolisian Resor Anggota
(Iptu M. Harun Nurosid, SH) Banjarnegara

10. | Kanit Idik Il Satuan Reskrim Polres Banjarnegara Kepolisian Resor Angiata
(Iptu Amin Antalsa S, SH) Banjarnegara

11. | Kanit Idik Il Satuan Reskrim Polres Banjarmegara Kepolisian Resor Anggots
(Iptu Sugeng Tugino, SH) Banjarnegara

12. | Jaksa Fungsional Pidum Kejari Banjarnegara Kejaksaan Negeri Anggota
(Fauzan Eka Prasetia, SH) Banjaregara

13. | Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Banjarnegara Panwaslu Kabupaten Anggola
(Dwi Andri Setiyono, S.AP) Banjarnegara

14. | BPP Sekretariat Panwaslu Kab. Banjarnegara Panwaslu Kabupaten Angoota
(Eko Yuwono, S.ST) Banjarnegara

15. | Staf Sekretariat Panwaslu Kab. Banjamegara Panwaslu Kabupaten Anggota
(Yuli Hastuti, A.Md) Banjarnegara
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PANUT TEKI MINTOYO




